GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG
SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN
TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi
Nasional (Sistranas) yang efektif dan efisien, diperlukan
acuan dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1954 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);



12.
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14.

15.

16.
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3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5199);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221});

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun

2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas),

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun
2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di

Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun
2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi
Penyeberangan Tahun 2010-2030;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun

2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/
Multimoda Tahun 2010-2030 ;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun

2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/
KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 92/KPTS/M/2011
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana

Umum Jaringan Jalan Nasional.



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM
TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN

TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera
Selatan.

4. Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah adalah tataran transportasi yang terorganisasi
secara kesisteman dan (antarmoda) terdiri dari
transportasi jalan,transportasi kereta api, transportasi
sungai dan danau, transportasi penyeberangan,
transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi
pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan
prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan
perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu
sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien,
berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang
simpul atau Kota Wilayah, dan dari simpul atau Kota ke
simpul atau Kota Nasional atau sebaliknya.

Pasal 2
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah Provinsi merupakan panduan dalam
penyelenggaraan transportasi di Provinsi bagi para
pemangku kepentingan terkait.



Pasal 3
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan

transportasi di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB 11
SISTEMATIKA DOKUMEN SISTEM TRANSPORTASI
NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI
WILAYAH PROVINSI

Pasal 4

(1) Naskah Dokumen Sistern Transportasi Nasional pada
Tataran  Transportasi  Nasional pada ~ Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi disusun dengan
sistemnatika sebagai berikut :

a. BAB1 : PENDAHULUAN,;

b. BABII : PENDEKATAN;

c. BABIII : VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN
PROGRAM,;

d. BABIV : PENUTUP;

e. LAMPIRAN.

(2) Isi beserta uraian perincian naskah dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana  tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Peraturan Gubernur ini.

BAB I1I
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 5

Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada
Tataran Transportasi Wilayah Provinsi dilakukan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Jull 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 30 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,
dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2013 NOMOR 2



